BAB I

PANDANGAN UMUM TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA

A. Konsep Jaminan Kecelakaan Kerja menurut UU No. 3 Th 1992 tentang

Jaminan Sosial Tenaga Kerja

1.

Pengertian Kecelakaan Kerja

Dewasa ini peran buruh dalam pembangunan nasi@mblsn
meningkat demikian pula halnya penggunaan teknaldzgrbagai sektor
kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan semakgiriiya resiko. Oleh
karena itu kepada buruh perlu diberikan perlindangsemeliharaan dan
peningkatan kesejahteraan yang dapat memberikagnd®gan kerja
sehingga dapat memberikan kontribusi positif teaipadsaha peningkatan
disiplin dan produktivitas buruh.

Bentuk perlindungan, pemeliharaan dan peningkatsejihteraan
diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sdeiahga Kkerja,
dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaaatdag myond-

Sudah menjadi kodrat, bahwa manusia itu berkeluaiga
berkewajiban  menanggung  kebutuhan  keluarganya. n&gdi
kesejahteraan yang perlu dikembangkan bukan haagebdruh sendiri,

tetapi juga bagi keluarganya. Seperti halnya padda Buruh kehilangan

! Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesiat Ke- 1, Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2000m. 116

him.140

2 Kansil, Hukum Perusahaan Indonesiget Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996,
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sebagian atau seluruh penghasilannya akibat teyjadesiko-resiko sosial
antara lain kecelakaan kerja, sakit, meninggalajutan hari tua.

Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak terdlage tidak
diharapkan, karena dalam peristiwa tersebut tidekdapat unsur
kesengajaan, lebih-lebih dalam bentuk perencahaan.

Ada empat faktor yang bisa mengakibatkan kecelaga#dn:

1. Faktor lingkungan

2. Faktor bahaya pekerjaan
3. Faktor peralatan

4. Faktor manusia.

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang berhubwergan
hubungan kerja pada perusahaan/ kecelakaan ygadi t&kibat langsung
dari pekerjaan/ pada saat pekerjaan sedang dilaRuka

Sekarang kecelakaan kerja diperluasiguangkupnya termasuk
sakit akibat hubungan kerja, demikian pula terhddmelakaan kerja yang
terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah meteinpat kerja dan
pulang ke rumah melalui jalan yang biasa/ wajadiil
Terdapat tiga kelompok kecelakaan
1. Kecelakaan akibat kerja di perusahaan
2. Kecelakaan lalu lintas

3. Kecelakaan di rumah.

% Kansil, Ibid, him.141

4 Daryanto,Keselamatan dan Kesehatan Kerja BengHeakarta: PT RINEKA CIPTA,
2003, him. 23

5 Anizar, Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indu§tet Ke-1, Yogyakarta:
Graha llmu, 2009, him.2
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Setiap peristiwa kecelakaan kerja aksmgakibatkan kerugian
material maupun kerugian fisik, dari penderitaamgygaling ringan
sampai yang paling berat, baik bagi majikan ataugag buruh. Kerugian
yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain :

1. Kerugian ekonomi yang meliputi:

a) Kerusakan alat/ mesin, bahan dan bangunan

b) Biaya pengobatan dan perawatan

c) Tunjangan kecelakaan

d) Jumlah produksi dan mutu berkurang

f) Penggantian buruh yang mengalami kecelakaan.
2. Kerugian non ekonomi yang meliputi:

a) Penderitaan korban dan keluarga

b) Hilangnya waktu selama sakit, baik larlnaupun pihak keluarga

c) Hilangnya waktu kefja.

3. Kerugian bagi masyarakat dan negara

Akibat kecelakaan maka beban biaya akan dibebaskéagai
biaya produksi yang mengakibatkan dinaikkannya damgroduksi
perusahaan dan berpengaruh bagi harga pa$aran.

Dalam kaitannya dengan kecelakaan kerja, ada sjeiis
kecelakaan yang tidak dapat dikategorikan sebagalkaan kerja. Jenis-
jenis kecelakaan tersebut, yaitu:

1. waktu cuti

8 Anizar, Ibid, him.3
" Ibid, him. 7
& DaryantoOp Cit, him. 22
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2. di tempat perkemahan/ mess

3. di luar waktu kerja

4. meninggalkan tempat kerja untuk keperluan pribadi
5. disengajd.

Untuk menghadapi terhadap resiko-resiko yang tidialknginkan
seperti kecelakaan buruh diperlukan suatu instruratu alat yang
setidak-tidaknya akan dapat mencegah atau mengurarminya risiko
itu. Insrumen alat ini adalah Jaminan Sosial Teréeyia°

Jaminan Sosial Tenaga Kerja menurut UU No. 3 Th21&@alah
Suatu perlindungan bagi buruh dalam bentuk santumemupa uang
sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yaagghatau berkurang
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keagkmag dialami oleh
buruh berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, biexsdlari tua dan
meninggal dunia. Wujud perlindungan tersebut adalah
(1) Santunan
(2) Uang
(3) Pelayanart!

Jaminan sosial menurut UU No. 40 Th 2004 adaldhssatu
bentuk perlindungan sosial untuk menjamin selurakyat agar dapat

memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

® Zaeni Asyhadie,Hukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubundertja),
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, him. 107

10 7ainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum PerburuhaGet Ke-6, Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 2006, him. 98

1 Zaeni AsyhadieQp cit,him. 105
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Sistem Jaminan Sosial Nasional menurut UU No. 402004
adalah suatu tata cara penyelenggaraan progranmaansosial oleh
beberapa badan penyelenggara jaminan sosial JBPJS

UU No. 3 Th 1992 tentang JAMSOSTEK, dinyatakan peta
berlaku sampai dengan beroperasinya BPJS Ketesiggak (paling lama
1 Juli 2015):

Untuk kepentingan santunan jaminan kecelakaan buiaiam
Jaminan Sosial Tenaga Kerja berdasarkan Undangignl®.3 Tahun
1992, pengertian “buruh” diperluas yakni termasuk:

a. magang dan murid yang bekerja pada perusahaanydmakmenerima
upah maupun tidak

b. mereka yang memborong pekerjaan, kecuali yang memfadalah
perusahaan

c. narapidana yang dipekerjakan di perusattaan.

Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan agrogr
pemerintah yang bertujuan memberikan perlindungasaid buruh guna
menjaga harkat dan martabatnya sebagai manusia dadagatasi resiko-
resiko yang timbul di dalam hubungan kéfja.

Program jaminan sosial tenaga kerja mempunyai bpbekspek:

2 Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Tenaga KéAM$OSTEK), Bandung:
Fokusmedia, 2010, him. 2

3 Much NurachmadCara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangdbata
Pensiun untuk Pegawai dan Perusaha@et Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, him. 43

14 Endang RokhaniPengetahun Dasar Tentang Hak-hak Bur@et Ke-1, Jakarta:
YAKOMA-PGI, 1999, him. 31
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1. Memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kétautuhidup
minimal bagi buruh beserta keluarganya

2. Merupakan penghargaan kepada buruh yang telah mmrayngkan
tenaga dan pikirannya kepada perusahaan tempaghgsjdi>

Program Jaminan Sosial ini sangat penting mengimgasih
rendahnya tingkat penghasilan dari sebagian besarmbdi Indonesia.
Oleh karena itu kecil kemungkinannya bagi burutukirdecara sukarela
menyisihkan sebagian penghasilannya itu guna menigieperlindungan
terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan tangdusketentuan wajib
serta bantuan dari majikan dan pemeriftfah.

Dengan Adanya Jaminan Sosial Tenaga Kerja mendidik
kemandirian buruh sehingga buruh tidak harus menbetas kasih orang
lain jika dalam hubungan kerja terjadi resiko-resiksehingga dapat
mencegah dan mengatasi keterbelakangan, keterganmtuketerlantaran,
serta kemiskinah’

Perlindungan terhadap kecelakaan kerja merupakagrgm tertua,
dan biasanya selalu terdapat dalam sistem jamiosialsli hampir setiap
negara di dunia. Hal ini di sebabkan karena:

1. Perlindungan merupakan hak buruh dan menjadi targgwab

penuh bagi setiap majikan

5 Lalu husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi®t Ke- 1, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2000, him.117

16 Sentanoe Kertonegoralaminan Sosial prinsip dan Pelaksanaanya di Indines
Jakarta: MUTIARA, 1982, him. 5

" Sentanoe Kertonegorthid, him. 28
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2. Program jaminan sosial dianggap relatif tidak m&aa¢na kecelakaan
kerja yang mengakibatkan cacad atau kematian talan sering
terjadi.

3. manfaatnya bagi penderita kecelakaan sangatlah kasana justru
pada saat itulah buruh membutuhkan pertolongan gambiayaannya
mungkin tidak terjangkau oleh yang bersangkdtan.

Selain kewajiban menyelenggarakan jaminan sosrege kerja,
majikan juga wajib menyediakan fasiltas kesejalatergang sesuai dengan
kebutuhan buruh dan kemampuan perusahaan. MisalPgayediaan
fasilitas kesehatan, fasilitas kantin atau mini kear Selain itu dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan buruh di perasahdibentuk
koperasi buruh dan usaha-usaha produktif laffiya.

Pembangunan Ketenagakerjaan sebagai bagian degrahtdari
pembangunan nasional berdasarkan pancasila, diaksa dalam rangka
pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunanrakatyiadonesia
seluruhnya untuk meningkatkan harkat martabat, ehalig buruh serta
mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur denatan, baik materiil
maupun sepiritugl’

Pembangunan ketenagakerjaan secara umum beroiriemizask

meningkatkan kualitas buruh dan peran sertanyardpénmbangunan serta

'8 1pid, him. 84

9 Much NurachmadCara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesar&dana
Pensiun untuk Pegawai dan Perusaha@et Ke-1, Jakarta: Visimedia, 2009, him.45

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun218Mhtang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, him. 125
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peningkatan perlindungan buruh dan keluarganyaasesengan harkat
dan martabat kemanusiadn.

Dengan semakin meningkatnya peranan buruh dalam
perkembangan pembangunan nasional dan semakin gRatniga
penggunaan teknologi mengakibatkan semakin tiryggirsiko sehingga
perlu upaya  peningkatan perlindungan buruh untukmberikan
ketenangan kerja bagi para buruh melalui programnan sosial tenaga
kerja??

Dalam pasal 99 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketgkeagran
menyatakan, bahwa:

1. Setiap buruh dan keluarganya berhak untuk memgeraeinan
sosial tenaga kerja
2. Jaminan sosial tenaga kerja dilaksanakan sesuajadeperaturan
perundang-undangan yang berl&ku.
2. Dasar Hukum K ecelakaan Kerja

Mengenai kecelakaan kerja di atur dalam UU No. Buhal992
tanggal 17 Februari 1992 tentang Jaminan Sosiahdaeierja. Jaminan
Sosial Tenaga Kerja dikelola oleh PT JAMSOSTEK &Raan
Pemerintah No.36 Tahun 1995).

Adapun dasar hukum dari Jaminan Sosial Tenaga Kat@ah

sebagai berikut:

21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 TahubB2@ntang Ketenagakerjaan,
Bandung: PT Citra Aditya bakti, 2009, him. 307

2 Undang-Undang RI No 3 Tahun 1992 tentang JamsdSgekit, him. 125

2 Undang-Undang RI No 13 Tahun 2003 tentang Keteregean,Op cit, him. 345
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1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang JaminaralSbenaga
Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentangeRggaraan
Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang aRényang
timbul karena hubungan kerja

4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: PER-05/MENAL&ntang
santunan, dan pelayanan jaminan sosial tenaga®kerja

UU No.3 Tahun 1992 menentukan bahwa jaminan sosiega
kerja merupakan hak bagi setiap buruh dan merup&kamjiban bagi
setiap perusahaaf? .

Program jaminan sosial tenaga kerja wajib diikughosemua
perusahaan, yayasan, koperasi, dan perusahaanamgaor di mana
perusahaan mempunyai tenaga kerja paling sediKgefuluh) orang atau
yang membayar upah total paling sedikit Rp 1.00D@D (satu juta
rupiah) atau lebih per bulan.

Untuk menjadi peserta program jaminan sosial tenkgga
perusahaan mendaftarkan tenaga kerjanya dengan cara
a. Menghubungi kantor jaminan sosial tenaga kerja @HRO)

setempat/ terdekat
b. Mengisi dan mengembalikan formulir yang tersedigauae dengan

petunjuk

24 Djumialdji, Perjanjian Kerja,Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, him.37
% Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun218Mhtang Jaminan Sosial
Tenaga Kerja, Bandung: FOKUSMEDIA, 2010, him. 129
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c. Membayar iuran setiap bulan setelah besarnya idit@tapkan oleh
PT jaminan sosial tenaga kerja (PERSERO).
3. Pembayaran luran Jaminan Kecelakaan Kerja
Untuk Program Kecelakaan Kerja, besarnya iuran %,2ld.
1,74% dari upah sebulan ditanggung perusahaankdtrigran sebagai

prestasi upah didasarkan kelompok jenis usaha aebagdkut:

a. Kelompok | : 0,24% dari upah sebulan
b. Kelompok Il : 0,54% dari upah sebulan
c. Kelompok Il : 0,89% dari upah sebulan
d. Kelompok IV : 1,27% dari upah sebulan
e. Kelompok V . 1,74% dari upah sebufgh.

Untuk perusahaan pipa beton dan pembuatan bagmyamasuk
kategori Kelompok Ill. luran bagi program jaminaoss&l tenaga kerja,
khususnya program jaminan kecelakaan kerja iniabigs dibayar oleh
majikan. Kewajiban majikan untuk membayar iuran ei@kaan kerja
didasari oleh prinsip “siapa yang berani mempekarjaseseorang harus
berani pula menanggung risiko akibat dipekerjakanity”. Inilah yang
disebut asasEmployer’s Liability” atau “ Tanggung jawab majikarf®

Besarnya iuran sangat tergantung dari tingkat oeg&icelakaan
yang mungkin terjadi dari suatu jenis usaha teutesgmakin besar tingkat

resiko, semakin besar iuran kecelakaan kerja yagshdibayar dan

26 Endang RokhaniPengetahun Dasar Tentang Hak-hak Bur@et Ke-1, Jakarta:
YAKOMA-PGI, 1999 him. 33

27 Djumialdiji, Perjanjian Kerja,Cet Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2068m. 38

28 Zaeni AsyhadieHukum Kerja (Hukum Ketengakerjaan Bidang Hubundfanja),
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, him. 108
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sebaliknya, semakin kecil tingkat resiko semakigilkpula iuran yang
harus dibayar.

Penyetoran iuran dilakukan oleh majikan kepada abad
penyelenggara, dilakukan setiap bulan dan disetcara lunas paling
lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnyai déatan iuran yang
bersangkutaf’ Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan dendssaeb
2% (dua persen) untuk setiap bulan keterlambatang ydihitung dari
iuran yang seharusnya di bayar dan ini menjadigangan majikan.

Dalam hal terjadi kelebihan atau kekurangan penvaayauran,
badan penyelenggara memberitahukan secara tekepada majikan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimainyan. Kelebihan atau
kekurangan pembayaran iuran dapat diperhitungkagate pembayaran
iuran bulan berikutny&’

Badan Penyelenggara adalah badan usaha milik negaita
perusahaan persero PT Asuransi Sosial Tenaga K&Ta&ASTEK) yang
menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga.kerj

Badan Penyelenggara wajib membayar jaminan sasiabjh kerja
dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) bulan setadghenuhinya syarat-
syarat teknis dan administratif oleh majikan darmubudan bilamana

dilanggar akan dikenakan ganti rugi sebesar 1% (satsen) dari jumlah

2 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesi&t Ke- 1, Jakarta: PT
RajaGrafindo Persada, 2Q00m.117

80 Hardijan Rusli,Hukum Ketenagakerjaan 2008et Ke-1, Jakarta: Ghalia Indonesia,
2004, him. 132
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jaminan untuk setiap hari keterlambatan dan dibdaarkepada buruh

yang bersangkutat.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenaidtezat kerja
atau bukan kecelakaan kerja, Menteri Tenaga Kexpaidmenetapkan dan
mewajibkan majikan untuk memberikan jaminan kecedakkerja>

Selanjutnya Badan Penyelenggara mengganti Sants@@entara
Tidak Mampu Bekerja (STMB) kepada majikan yang htetaembayar
upah buruh dalam hal:

a. Santunan yang dibayarkan oleh badan penyelengeghbita hesar dari
yang dibayarkan oleh majikan, maka selisihnya dibean langsung
kepada buruh

b. Penggantian santunan yang dibayarkan oleh badagelpeggara
lebih kecil dari upah yang telah dibayarkan olehjikaa, maka
selisihnya tidak dimintakan pengembaliannya kepmaah®

Kewajiban majikan bila terjadi kecelakaan, membamik
pertolongan pertama, melaporkan setiap kecelakaga kepada Kantor
Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelenggaae daaktu tidak

lebih dari 2 kali 24 jani?

31 Hardijan RusliJbid, him. 130

32 Abdul Rachmad Budionddukum PerburuhanCet Ke-2, Jakarta: Permata Puri Media,
2011, him.234

33 Abdul Rachmad Budiondbid, him. 235

34 Djumialdji, Hukum Bangunan dasar-dasar hukum dalam proyek Slamber daya
manusiaJakarta: PT RINEKA CIPTA, 1996, him.44-46
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Buruh yang ditimpa kecelakaan, keluarga, kawan rigakg atau
serikat buruh boleh memberitahukan kecelakaan kpadla Kantor
Departemen Tenaga Kerja dan badan Penyelengtara.

Pekerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak atagunan
kecelakaan kerja. Santunan kecelakaan kerja meR&®Wo. 84 Th 2010
Perubahan ketujuh atas PP No. 14 Th 1993 tentangelgnggaraan
program jaminan sosial tenaga kerja, berupa persgafmiaya sebagai
berikut :

a. Biaya pengangkutan buruh yang mengalami kecelakeaja ke
rumah sakit atau ke rumahnya, termasuk biaya pagein pertama

pada kecelakaan.

a. Pengangkutan darat/ sungai Rp. 750.000,00
b. Pengangkutan laut Rp.1.000.000,00
c. Pengangkutan udara Rp.2.000.000,00

b. Biaya pemeriksaan atau perawatan selama di rumih teamasuk
rawat jalan. Biaya pengobatan dan perawatan sefrajan biaya
yang dikeluarkan untuk biaya dokter, obat, operasientgen,
laboratorium, perawatan puskesmas, rumah sakit yrgigim mata dan
jasa tabib/shinshe/ tradisional yang telah mendapat resmi dari
instansi yang berwenang. Seluruh biaya yang dikedunauntuk satu
peristiwva kecelakaan tersebut dibayarkan maksimump R

20.000.000,00.

35 Imam SoepomoRPengantar Hukum Perburuha@et Ke-1, Jakarta: Djambatan, 1971,
him. 142
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c. Biaya rehabilitasi berupa alat bantu (orthose) atatiganti (prothose)
bagi buruh yang anggota badannya hilang atau ti@afungsi akibat
kecelakaan kerj&

Selain penggantian biaya, buruh yang tertimpa kéealin kerja
juga diberikan santunan berupa uang yang meliputi:

1. Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB)

1). 4 (empat) bulan pertama sebesar 100% x upalteseb
2). 4 (empat) bulan kedua sebesar 75% x upah sebula
3). Bulan seterusnya 50% x upah sebdfan.

Mengenai biaya pengangkutan buruh yang mengalaoaldeaan
kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya, termasukabijgertolongan
pertama pada kecelakaan, pemeriksaan, pengobatgretavatan selama
di rumah sakit, termasuk rawat jalan di bayar hlelahulu oleh majikan.

Majikan wajib memiliki daftar buruh beserta keluanga, daftar
upah beserta perubahan-perubahan dan daftar keaslakerja di
perusahaan-perusahaan. Karena daftar keluarga akampketerangan
penting sebagai bahan untuk menetapkan siapaberhgk atas jaminan
atau santunan. Hal ini untuk mencegah agar halehetstidak jatuh

kepada orang lain yang bukan keluargafiya.

3% Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reform&st Ke-2, Jakarta: Sinar
Grafika, 2010, him. 134

87 Dedes Eka Rini dan Susi Kusumawdbapatkan Untung Uang PHKCet Ke-1,
Jakarta: PPM Manajemen, 2008, him. 104

38 Kansil, Hukum Perusahaan Indonesig€et Ke-1, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996,
him.150
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B. Konsep Akad ljarah Dalam Hukum Islam
1. Pengertian ljarah

Kataljarah dalam struktur bahasa Arab adalah bentuk masdar da
kata ajara-yu’jiru ‘ijaran mengandung arti imbalan, seperti dalam
pernyataan“ista’jara ar-rajulu al-rajula” yang maksudnya seseorang
mempekerjakan seseorang dengan memberi upah teri2aam kamus
Lisan al-Aral ljarah berartial-jaza’ ‘ala al-‘amal yang berarti upah atas
suatu pekerjaatt.

ljarah adalah suatu akad ataupun perjanjian barkaitengan
pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atafmahawatu benda
tertentu atau atas pengambilan jasa dari manuseandeaktu tertentu
disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau penbusang telah
dilakukannya®

Akad ljarah atas jasa disamakan hukumnya dengahigkah atas
barang. Apabila akad terhadap benda itu dibolehkeka akad atas jasa
juga dibolehkan. Di samping itu, persoalan kebutuakan jasa/ bantuan
antar individu merupakan tabiat manusia yang satmgmbutuhkan dan
ada sifat saling bergantufiy.

Keberadaan Akad ljarah dalam kehidupan manusiabhdasuatu

yang tidak bisa dihindari. Karena tidak ada manyaiag bisa memenuhi

89 Ridwan,Figih PerburuhanCet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 208im.
44

“0 Ridwan, Ibid, him. 45

“Llbid, him. 46
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kebutuhan hidupnya sendirian. Dalam hal seseoramgnbuatuhkan
pakaian atau makanan, maka ia membutuhkan jasg tiad?
2. Dasar Hukum ljarah
Jumhur ulama berpendapat bahwa ljarah disyaridbeatdasarkan
Al-Qur'an, As-Sunah, dan Ijma’.
a. Al-Quran

A5 e BT =28 D IO ) R eo
OII>L@OURYANL OIID>L2OD s ¢k ¢o

Artinya: “Jika mereka menyusukan (anak-anaknuntukmu, maka
berikanlah mereka upahnya(®S. Thalaq : 6§°

Allah berfirman:
NEEHTROOB a0 NOECVITRIOERND & +wa L
&I148 €070RE - MNO B €RIBEXNKOIIORe I

oY Y R BLIBE Xk $dSRA S
ExVQET B Se

Artinya: Salah seorang dari wanita itu berkataa apakku ambillah
ia sebagai orang bekerja (pada kita), karena seguhgya
orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerj
(pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipaya.
(Al-Qashash: 26§

b. As-Sunah
Lo B a0 5 506 QAR B a8 5i0h (a1l
Al G a5) Ane Caad O 0881531 i Ykl alls
Artinya:  Dari Abi Hurairah r.a berkata,d&ulullah Saw bersabda:

“Berikanlah upah seorang buruh itu sebelum kering
keringatnya” (Diriwayatkan oleh Ibnu MajaHY.

*2bid, him. 49

3 Departemen Agama RAlqur'an Dan Terjemahnyalakarta: Yayasan Penyelenggara,
1971, him. 946

4 Departemen Agama Ribid, him. 613

“5 Kitab Subulus Salam, HR. Ibnu Majah, him. 81
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Hadits ini memberikan sebuah etika dalam melak#{ad ljarah,
yakni memberikan pembayaran upah secepat mungkaéteva&hsinya
dengan praktik ljarah pada saat sekarang adalatyadeeharusan untuk
melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan ketmpabatas
waktu yang telah ditentukan, tidak menunda-nundabggian upah dari
jadwal waktu yang telah disepak#ti.

Sabda Rasulullah
(rd ) oo Gl Mae ol 55) 30AT Jardlil il SIS

Artinya: “Barang siapa yang meminta untuk menjadruh,
beritahukanlah upahnya.”

Hadits ini memberikan pemahaman tentang tata cagaiimana
melakukan akad ljarah, khususnya terkait dengaajumpah sewa yang
akan dibayarkan. Penegasan upah sewa dalam kaonénalpakan sesuatu
yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah temad perselisihan di
kemudian hari. Kedua pihak harus menjelaskan hak ldavajiban di
antara keduanya untuk menghindari adanya persatisildan guna
memperjelas akatl. Bahkan dengan memberikan informasi upah yang
akan diterima, diharapkan akan memberikan dororggmangat bagi
buruh untuk memulai pekerjaan, dan memberikan leigsn *®

c. ljma’

“¢ Dimyauddin Djuwaini,Pengantar Figih MuamalahCet Ke-1, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008, him. 156

" Dimyauddin Djuwainibid, him. 157

48 Lukman Hakim Prinsip-Prinsip Ekonomi Islanfurakarta: Erlangga, 2012, him. 202
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Umat Islam pada masa sahabat telah berijma’ bahesmhl
dibolehkan sebab bermanfaat bagi mantisiai adalah suatu penjelasan
yang cukup terang tentang keharusan adanya penmljadudari negara
mengenai upah pekerja, agar tidak diperlakukan isamgwenang oleh
orang lain dalam harta yang semestinya harus migeriUpah yang
menjadi miliknya itu adalah termasuk harta pekemjaka wajib dijamin
kelancaran dan wajib dilindungi jumlahnya.

3. Syarat dan Rukun Akad ljarah
a. Rukun ljarah

Menurut ulama Mazhab Hanafi, rukun ljarah hanyh gan gabul.

Sedangkan menurut Jumhur ulama, rukun ljarah ageaeyaitu:

1. Adanya dua orang yang berakad
Pihak yang mempekerjakan jasany@au’jir) dan pihak yang
mempekerjakan orang laifmusta’jir), Keduanya telah dewasa dan
berakal, Akad ljarah dilaksanakan atas dasar kamelaadanya
kebebasan

2. Sighat(ijab gabul)
Prinsip dasar dari ijab gabul adalah pernyataael&aen kedua belah
pihak untuk melakukan akad, baik dinyatakan setatalis maupun
lisan.

3. Upah @jrah)

4 Rachmat Syafekigih MuamalahBandung: Pustaka Setia, 2001, him. 124
0 Musthafa Husni Assiba’i,Kehidupan Sosial menurut Islam Tuntunan Hidup
BermasyarakatCet Ke-4, Bandung: CV. DIPONEGORO, 1993, him. 181
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Dengan cara membuat kesepakatan baik kadar mawgiancara
pembagiannya.

4. Nilai manfaat.

Kejelasan manfaat untuk menghindari terjadinyaedisigan>*
b. Syarat ljarah
Berkaitan dengan syarat-syarat dari akad ljaratatddjelaskan
sebagai berikut:

1. Adanya keridaan dari kedua pihak yang akad

2. Mengetahui manfaat dengan jelas terhadap barangasa yang akan
diakadkan. Dengan cara menjelaskan manfaatnya, giasam waktu,
atau menjelaskan jenis pekerjaan jika ljarah atdepaan atau jasa
seseorang?

3. Kalau sewa menyewa terhadap sesuatu dalam bentakdyamaka
barang tersebut haruslah jenis barang yang dapatndaatkan
menurut kriteria syari’at

4. Imbalan atau upah haruslah berupa harta yang mempuoitai yang
jelas

5. Barang yang menjadi objek sewa menyewa adalah pEreng yang
dapat diserahterimakan.

Macam-M acam ljarah

56

°1 Rachmat SyafeiQp Cit,him. 125
52 Rachmat Syafekigih Muamalah Bandung: Pustaka Setia, 2001, him. 126
53 Ridwan,Figih PerburuhanCet. Ke-1, Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 208im.
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Akad ljarah dilihat dari segi objeknya, dibagi mafijdua macam,

yaitu:

1. ljarah yang bersifat manfaat. Seperti: Sewa-menyewaah, toko,
kendaraan, pakaian (pengantin) dan perhiasan

2. ljarah yang bersifat pekerjaan, ialah dengan cammpekerjakan
seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. ljaratibolehkan
seperti buruh bangunan, tukang jahit, tukang sepang kemudian
disebut dengan ljarah yang bersifat kelomfrokisytarak) ljarah yang
bersifat pribadi juga dapat dibenarkan seperti rigk&kebun dan
satpan?! Dalam masalah yang berhubungan dengan perbururan d
hubungan hukum antara buruh dan majikan lebih nikéeitatkan pada
ljarah yang bersifat pekerjagijarah al-‘amal)

5. Macam-Macam Buruh

1. Buruh Musytarak adalah orang yang bekerja untukhletari satu
orang dan pembayaran upahnya setelah semua pekegiesai dan
pekerjaan yang dilakukan adalah pada sektor pwhlilg diproduksi
untuk kepentingan orang banyak. Buruh musytaralandanelakukan
kesalahan atas pekerjaannya. Konsep pertangguritggamwga ada 3
hal:
a. Apabila kerusakan terjadi karena tindakan pelaragjgayang

dilakukannya sendiri, maka wajib mengganti risikany

 Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Figih Muanial€et Ke-1,
Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, him. 236
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b. Apabila kerusakan akibat sesuatu di luar kehendakisgperti
kebakaran atau kebanjiran maka tidak ada kewajitemanggung
c. Apabila kerusakan karena hal lain di luar kehenglakmenurut

Abi Yusuf dan Muhammad wajib menanggung risiko sgan

menurut Abu Hanifah tida®
2. Buruh Khas(al-ajir al-khas/ al-ajir al-wakhid)adalah buruh yang

mendapat upah dengan cara menyerahkan dirinya aiipekerjakan
dalam waktu tertentu/ kontrak. Jadi buruh tidakebgk pada (sektor
informal). Masa kerja sesuai dengan waktu yangpdikati, buruh
tidak boleh bekerja pada orang lain. Apabila pilyakig menyewa
membatalkan kontrak sewanya sebelum berakhir masaak, maka
buruh berhak mendapat bayaran petiuh.

6. Pembayaran ljarah (upah)

Jika ljarah itu pekerjaan, maka kewajiban pembayanahnya
pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada@paan lain, Jika akad
sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengemalbgygaran dan tidak
ada ketentuan penangguhanya, menurut Abu Hanifajib wiserahkan
upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaalijemmanya.

Upah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Upah yang telah disebutkgajrul musamma)yaitu upah yang telah
disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adaltikakdisebutkan

harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh &dxilah pihak.

%5 Ridwan,Op Cit, him. 58
56 Jaribah bin Ahmad Al-HaritsiFikih Ekonomi Umar Bin Al-KhathabCet Ke-1,
Jakarta: Khalifa, 2006, him. 241
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2. Upah yang sepadaajrul mistli) adalah upah yang sepadan dengan
kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaanMigésudnya
adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dailstu transaksi
yang sejenis pada umumny/a.

Islam dalam penetapan upah memperhatikan duadial; y
a. Nilai kerja itu sendiri, karena tidak mungkin disakan antara orang

yang pandai dan orang yang bodoh, orang yang té&aororang yang
lalai, karena menyamakan antara dua orang yan@terdalah suatu
kedzaliman.

b. Kebutuhan pekerj&

Setiap perusahaan wajib membayar upah pokok yantpates dan
upah pokok inilah yang merupakan upah yang layakgKat upah yang
harus diberikan majikan kepada buruh, haruslahtdapanenuhi:

a) Kebutuhan pangan buruh

b) Kebutuhan sandang

c) Kebutuhan tempat tinggalnya

d) Upah kerja yang diberikan oleh pemberi kerja minitnarus dapat
memenuhi kebutuhan pokok buruh dan keluarganyajasetengan

kondisi setempaf’

57 Nurul Huda,Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teore@®gt Ke-1, Jakarta: Kencana,
2008, him. 230

58 Lukman Hakim Prinsip-Prinsip Ekonomi Islanurakarta: Erlangga, 2012, him. 204

5% Suhrawardi K. LubisHukum Ekonomi IslanCet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
him. 156

60 Roedney WilsonBisnis Menurut Islam Teori Dan Prakte®et. Ke-1, London: PT
Intermasa, 1998, him. 106
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Seorang majikan memiliki  kewajiban membayar dan
merencanakan upah yang adil kepada para buruhtidgéat upah terlalu
rendah, para buruh mungkin tidak termotivasi unbhétusaha secara
maksimal. Sama halnya jika tingkat upah terlalgdin majikan mungkin
tidak mendapatkan keuntungan dan tidak dapat naarjah
perusahanny®

Menyangkut penentuan upah kerja, syariat Islank ttdamberikan
ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalaqu/dn maupun hadits.

Secara umum Alqur'an ada kaitanya dengan penenipgm kerja adalah:

ROKLcH 40 A ForSc O) RO
CIIOBOLOEF “o -0 FYLORID MW@ 6 N
ORI > DN Wwa 3 OO0 Ut 440N S
&I ¢R 0+ 62 G400
AL o 40 XA @a

L@ NP E@ M @a SO0 HOXIZx COMwa S ¢ 0
2 SE ] | R0 ALAHOSN. D40
G ABE D MOROA K@ &

Artinya:  “Allah memerintahkan berbuat adil, melakukan kebaikdan
dermawan terhadap kerbat. la melarang perbuatani, kej
kemungkaran, dan penindasan. la mengingatkan kaipays
mengambil pelajaran.(QS. An-Nahl: 90)%2

Ayat ini dapat disebutkan bahwa Allah memerintahkapada

majikan untuk berlaku adil, berbuat baik, dan devara kepada buruh.

kata kerabat dalam ayat di atas, dapat di artikeaHy sebab buruh sudah

61 Muhammad & Lukman FauronVisi Al-Qur'an Tentang Etika Dan Bisnidakarta:
Salemba Diniyah, 2002, him. 175

62 Departemen Agama RAlquran Dan Terjemahnyalakarta: Yayasan Penyelenggara,
1971, him. 415
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merupakan bagian perusahaan. Dengan kata lain anajgan buruh
mempunyai andil yang sama.

Disebabkan buruh mempunyai andil yang besar unaskiksesan
usaha majikan, maka majikan berkewajiban untuk re@myerakan
buruhnya, termasuk memberikan upah yang 14yak.

Jika ada majikan yang membayar mereka dengan upaly y
kurang atau membebani mereka dengan pekerjaansgaggt berat atau
mempekerjakan di luar batas waktu tanpa ganti yagig sesuai atau
mempekerjakan mereka dalam kondisi yang tidak selaat lainnya,
negara Islam berhak untuk ikut campur tangan deemyslamatkan hak-
hak burut®*

Islam sangat memperhatikan mengenai hak-hak polknkbyang
wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan yaitu sebbagakut:

1. Buruh berhak menerima upah yang memungkinkan umekikmati
kehidupan yang layak

2. Buruh tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihimkenpuan
fisiknya.

3. Buruh harus diberi bantuan pengobatan yang tepat gakit dan
membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu

4. Penentuan yang layak harus dibuat untuk pembaysasiunan bagi

buruh.

63 Suhrawardi K. LubisHukum Ekonomi IslanCet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2004,
him. 155

84afzalur RahmanDoktrin Ekonomi Islam Jilid 2Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf,
1995, him. 390



40

5. Buruh harus dibayar dengan ganti rugi yang sesiaa kecelakaan
yang terjadi dalam pekerjadn.
Para buruh akan merasa tidak puas bila laba memmngringgi,
sedangkan upah tidak berubah hal ini akan mempgthhurbungan kerja
Akan tetapi buruh akan gembira bila laba dibagikagikan sehingga

buruh akan bekerja sekuat tenaganya untuk menikmk&euntungan.

85 Afzalur Rahmanlbid, him. 392



